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Pemerintah dituntut dalam kemandiriannya dalam mengurus daerahnya 
sendiri dan mengenai segala urusan pendanaan untuk daerahnya, baik itu dalam 
penanganan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintah. Setiap 
daerah memiliki potensi masing-masing yang dapat digali oleh pemerintah daerah. 
Seperti di Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka 
pemerintah harus menggali potensi-potensi yang ada. Seperti Retribusi Jasa 
Umum yang berada dibawah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Dalam 
penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana pengaruh ketiga retribusi tersebut 
terhadap pendapatan asli daerah tahun 2009-2018, baik secara parsial maupun 
simultan, dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap Pendapatan Asli 
Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif  dengan 
data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Asli Daerah. Pengumpulan 
data sekunder menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Data yang 
terkumpul dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan eviews 
9. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial Retribusi Jasa Umum dalam 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (X1) terhadap PAD (Y), dengan hasil 
pengujian t-hitung sebesar (-0.657248)˂ (2,36462), dan nilai prob. sebesar 
0,5354˃ 0,05, artinya Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Persampahan/ 
kebersihan tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji parsial 
Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (X2) terhadap 
PAD (Y), dengan hasil pengujian t-hitung sebesar (9.558782)˃ (2,36462), dan 
nilai prob. sebesar 0.0001˂ 0,05, artinya Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan 
Parkir Ditepi Jalan Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah. Uji parsial Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pengujian 
Kendaraan Bermotor (X3) terhadap PAD (Y),dengan hasil pengujian t-hitung 
sebesar (-5.383462)˂ (2,36462),dan nilai prob. sebesar 0.0017˂ 0,05,artinya 
Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak  
berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada uji 
simultan, dengan hasil pengujian F hitung (84.75144)>F tabel (4,74),dan nilai 
prob. (0.000027)˂ (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Jasa 
Umum di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2018 secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji 
detreminasi menunjukkan bahwa determinasi Adjusted R-squared sebesar 
0,965418 (96,54%). Berdasarkan hasil output tersebut maka variabel independen 
mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 96,54%, sedangkan sisanya 3,46% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian 
ini. Sedangkan menurut pandangan Ekonomi islam Pendapatan Asli Daerah 
digunakan untuk mencapai falah atau kesejahteraan bersama. Dengan 
menggunakan prinsip ekonomi yaitu, bertanggung jawab, adil, bekerjasama, jujur 
dan maslahat. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul  
Sebelum peneliti menguraikan pembahasan lebih lanjut, maka terlebih 
dahulu akan di jelaskan istilah yang ada dalam skripsi ini. Perlunya 
penjelasan istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini untuk menghindari 
kekeliruan bagi pembaca sehingga perlu adanya penegasan judul. Untuk 
menghindari kesalahan tersebut maka diperlukan adanya pembatasan 
terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah 
“Pengaruh Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Di Kota Bandar Lampung Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi 
Islam Periode 2009-2018”. Adapun istilah-istilah yang dimaksud dalam 
proposal ini adalah  : 
1. Pengaruh  
Pengaruh merupakan suatu penelitian yang mencari atau pertautan 
nilai antara suatu variabel dengan variabel lainnya.
1
 Dengan kata lain 
masing-masing variabel akan saling berhubungan satu sama lain yang 
akan menghasilkan sesuatu yang baru yang saling mempengaruhi.  
2. Retribusi  
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau 
                                                 
1
 Sugiono, Penelitian Administratif, (Bandung: Alfa Beta, 2001), h.4   




3. Jasa Umum 
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3
   
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan 
daerah yang berasal dari sumber ekonomi aslidaerah, yaitu Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah 
yang dipisahkan dan lain-lain.
4
   
5. Perspektif 
Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 
seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah wawasan atau 
pengetahuan seseorang agar dapat melihat seseorang agar dapat 







                                                 
2
 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011, (Jakarta: CV ANDI OFFSET, 2008), 
h. 15    
3
 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, 
Pasal 1   
4
 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat Daerah Di Indoneia, 
(Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013), h. 51-52  
5
 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 249    
6. Ekonomi Islam 
Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 
untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai 
falah berdasarka pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Qur`an dan Sunnah.
6
 
Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian di atas maka yang 
di maksud dari judul skripsi ini adalah “Pengaruh Retribusi Jasa 
Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandar 
Lampung di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Periode 2009-
2018”. 
B. Alasan Memilih Judul  
Adapun alasan mendasar yang di jadikan untuk memilih judul ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Alasan Objektif 
Seperti yang kita ketahui melalui data dari Dinas Pendapatan 
Daerah bahwa retribusi jasa umum bukanlah sumber utama dalam 
Pendapatan Asli daerah, akan tetapi retribusi jasa umum ini juga 
memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan 
adanya retribusi jasa umum, peneliti ingin menganalisis bagaimana 
pengaruh retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Dalam hal ini yang di maksud dengan pendapatan daerah 
adalah pendapatan asli yang di dapat dari daerah itu sendiri dan dengan 
peraturan pemerintah daerah yang telah di tentukan. 
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 Sukarno Wibowo, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.29   
2. Alasan Subjektif 
Alasan subjektif dalam penelitian ini sebagai berikut : 
a. Judul yang di ajukan peneliti sesuai dengan spesialisasi keilmuan 
yaitu pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam  
b. Di dukung dengan tersedianya literature baik primer maupun 
sekunder serta adanya lokasi yang mudah di jangkau sehingga 
dapat menunjang penelitian ini. 
c. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 
pengaruh Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
di Kota Bandar Lampung. Data yang di peroleh dalam penelitian 
ini berasal dari suatu lembaga atau instansi yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan menuju 
Indonesia yang lebih maju. Dalam pembangunan ini masyarakat beserta 
pemerintah mampu menjadikan Negara Indonesia yang lebih mandiri 
dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya. Pembangunan merupakan 
upaya untuk melakukan perubahan sosial untuk menuju kehidupan yang 
lebih baik. Pembangunan ialah semua proses perubahan yang dilakukan 
melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana untuk mencapai suatu 
tujuan guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
7
 
Pembangunan ini dilakukan untuk memacu pemerataan pembangunan 
untuk meningkatkan potensi-potensi yang dimiiki oleh setiap daerah dalam 
melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Pembangunan umum 
seperti jalan, jembatan, rumah sakit, pemakaman, kantor polisi di biayai 
dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak dan retribusi. 
Pembagaian daerah sendiri telah di atur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pembagian daerah atas daerah besar 
dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dalam 
Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak yang 
asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.8 Pemerintah 
Indonesia memahami dalam memajukan negaranya, telah mengambil 
keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka daerah di 
pacu untuk dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat 
mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. 
Pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya memerlukan 
dukungan karena setiap tahunnya selalu meningkat, baik itu kegiatan rutin 
                                                 
7
 Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima, (Yogyakarta: UUP STIM 
YKPN,2010),h.373   
8
 Ni‟matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Cetakan I, (Bandung: Nusa Media,2009), 
h.78   
maupun pembangunan di segala bidang, maka konsekuensinya Pemerintah 
Daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk 
mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sumber-
sumber penerimaan perlu ditingkatkan secara efisien dan efektif terutama 
sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri sebagaimana yang tercantum 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik yang berupa Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah serta Lain-lain 
Pendapatn Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah di kota Bandar 
Lampung sendiri pada tahun 2009-2018 atau selama sepuluh tahun 
terakhir relatif mengalami peningkatan, pada tahun 2016 pendapatan 
mengalami penurunan dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan. 
Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2016 ke tahun 2017 
mengalami pertumbuhan pendapatan yang lumayan cukup besar. Data 
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.1 
Anggaran Pendapatan Asli Daerah 
Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
No Tahun Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 
(Dalam Rupiah) 
1 2009 72.009.309.841,70 
2 2010 84.167.470.269,17 
3 2011 156.796.491.183,50 
4 2012 292.272.049.972,25 
5 2013 418.111.740.815.52 
6 2014 495.200.463.931.45 
7 2015 769.108.142.606.24 
8 2016 757.745.187.987.05 
9 2017 994.795.696.600.00 
10 2018 864.895.980.850.00 
Sumber:Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa Anggaran 
Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya relatif naik selama sepuluh tahun 
terakhir yaitu pada tahun 2009-2018. Data diatas menunjukkan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sampai pada tahun 2015 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2016 
Pendapatan Asli Daerah  mengalami penurunan, yaitu hanya sebesar 
11.362.954.619,19. Sedangkan pada tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 273.050.508.613. 
Pada tahun 2018 anggaran yang diberikan pemerintah menurun yaitu 
hanya sebesar 864.895.980.850.00. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah naik turun terjadi karena penyumbang dana untuk pendapatan 
tersebut juga naik turun, seperti pendapatan yang diperoleh dari 
retribusinya. 
Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena 
adanya jasa tertentu yang di berikan oleh negara bagi penduduknya secara 
perorangan.
9
 Sementara itu menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2009 Pasal 1 angka 64 yang di maksud dengan Pajak daerah dan Retribusi 
Daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu 
contoh retribusi adalah retribusi jasa umum yang terdiri dari Retribusi 
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 Marihot Pahala Siahan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Rajawali 
Pers,2010), h.4 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parker Ditepi 
Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang 
disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah daerah”. 
Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi 
pemerintah daerah juga merupakan faktor yang peranan dan kontribusinya 
sangat penting dalam menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari 
retribusi daerah tersebut yaitu retribusi jasa umum. Meskipun retribusi jasa 
umum ini bukan penerimaan retribusi yang utama, tetapi retribusi jasa 
umum di Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang cukup penting, 
yaitu sebagai salah satu penyumbang khususnya dalam penerimaan 
retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa umum, 
sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah 
seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan 
otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus 
dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini.
10
 Dalam rangka otonomi daerah 
diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan 
potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut 
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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 thun 2004, tentang 
Pemerintah Daerah   
adalah data-data realisasi dari Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar 
Lampung tahun 2009-2018.  
Tabel 1.2  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Kota Baandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
Nomor Tahun Realisasi Pendapatan Asli 
Daerah 
(Dalam Rupiah) 
1 2009 85.626.773.522.08 
2 2010 87.711.803.840.41 
3 2011 162.772.590.331.88 
4 2012 290.008.025.238.22 
5 2013 359.625.018.287,61 
6 2014 387.175.943.391,90 
7 2015 397.547.326.856,39 
8 2016 453.725.803.989,61 
9 2017 512.809.680.623,87 
10 2018 551.721.101.266.32 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat  dlihat bahwa realisasi 
pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam 
sepuluh tahun terakhir. Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah yang 
terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 85.626.773.522.08. 
Sedangkan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah  yang tertinggi terjadi 
pada tahun 2018 yaitu sebesar 551.721.101.266.32. 
Pemerintahan dalam Islam mempunyai hak untuk ikut campur 
dalam kegiatan ekonomi masyakatnya. Pemerintah berhak untuk 
mengawasi ataupun mengatur beberapa macam kegiatan ekonomi 
masyarakatnya yang dalam kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh 
masing-masing masayarakatnya. Tugas pemerintah terhadap masalah-
masalah perekonomian rakyat di jelaskan dalam firman Allah swt. Dalam 
surah Anisa ayat 59 sebagai berikut : 
           
           
       
 
Artinya: Hai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’:59).11 
 
Berdasarkan ayat di atas maka dapat di simpulkan bahwa dalam hal 
aturan  ataupun perekonomian dalam suatu pemerintahan sudah di jelaskan 
dalam Al-Qur‟an sebagai pedoman kita sebagai umat Islam yang beriman. 
Apabila dalam hal pemerintahan berbeda pendapat maka kembalikan 
kepada Allah dan Rasulnya karena itu akan lebih baik hasilnya. 
Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu Kota Provinsi 
Lampung memiliki potensi yang cukup baik dalam peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah dimana sudah mulai berkembangnya peraturan 
yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. Dengan memiliki potensi daerah 
yang dapat digali, hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah Kota Bandar Lampung. Salah satu sumber pendapatan daerah yang 
dapat di optimalkan oleh pemerintah daerah adalah hasil dari retribusi. Di 
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 Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV 
Penerbit Dipanegoro, 2010), h.87  
Kota Bandar Lampung sendiri retribusi terdiri dari berbagai dinas, seperti 
Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas 
Pengelolaan Pasar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 
Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan 
menganalisis pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung khususnya 
pada retribusi jasa umum yang terdiri dari 3 item retribusi, yaitu Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.  
Kota Bandar Lampung didalam pemerintahan daerah sudah 
memberikan sejumlah anggaran untuk Dinas Perhubungan khususnya pada  
retribusi jasa umum. Anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.3 
Anggaran Retribusi Jasa Umum  
 Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
Nomor Tahun Anggaran Retribusi 
Jasa Umum 
1 2009 6.987.028.000,00 
2 2010 3.075.307.500,00 
3 2011 3.849.542.510,00 
4 2012 8.004.466.186,25 
5 2013 7.808.766.450,00 
6 2014 8.608.760.000,00 
7 2015 8.606.760.000,00 
8 2016 8.606.760.000,00 
9 2017 8.608.760.000,00 
10 2018 8.566.626.000,00 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat kita lihat bahwa anggaran untuk 
retribusi jasa umum yang diberikan permerintah daerah relatif stabil setiap 
tahunnya. Selama sepuluh tahun terakhir anggaran terkecil yang diberikan 
pemerintah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 3.075.307.500,00. 
Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya anggaran yang diberikan semakin 
meningkat dan semakin tahun relatif stabil seperti yang terlihat dalam 
tabel di atas.  
Anggaran yang telah diberikan pemerintah daerah terhadap 
retribusi jasa umum di Kota Bandar Lampung selama sepuluh tahun 
terakhir yang terealisasi dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 1.4 
Ralisasi Retribusi Jasa Umum  
Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
Nomor Tahun Realisasi Retribusi Jasa 
Umum 
(Dalam Rupiah) 
1 2009 6.605.222.775,00 
2 2010 2.935.333.000,00 
3 2011 3.849.542.510,00 
4 2012 5.488.302.720,00 
5 2013 5.923.549.430,00 
6 2014 6.451.468.170,00 
7 2015 6.492.511.230,00 
8 2016 5.000.812.640,00 
9 2017 5.629.807.430,00 
10 2018 5.389.397.460,00 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat kita lihat bahwa realisasi 
retribusi jasa umum setiap tahunnya tidak sama. Realisasi retribusi jasa 
umum yang terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 
2.935.333.000,00. Sedangkan realisasi retribusi jasa umum yang terbesar 
dari tabel tersebut terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 6.605.222.775,00. 
Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Bandar 
Lampung, yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Banadar Lampung 
bersumber dari retibusi jasa umum dimana retribusi ini terdiri dari tiga 
indikator yaitu, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi 
Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota 
Bandar Lampung, anggaran untuk retribusi pelayanan persampahan/ 
kebersihan Kota Bandar Lampung pada tahun 2009-2018, atau selama 
sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.5 
Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
Nomor Tahun Anggaran Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 
1 2009 516.840.000,00 
2 2010 6.000.000,00 
3 2011 7.590.000,00 
4 2012 8.349.000,00 
5 2013 8.766.450,00 
6 2014 8.760.000,00 
7 2015 8.760.000,00 
8 2016 8.760.000,00 
9 2017 8.760.000,00 
10 2018 - 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
Tabel 1.5 diatas menjelaskan bahwa anggaran untuk retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan Kota Bandar Lampung relatif stabil 
setiap tahunnya. Selama sepuluh tehun terakhir anggaran tertinggi terjadi 
pada tahun 2009 yaitu anggarannya sebesar 516.840.000,00. Sedangkan 
pada tahun-tahun berikutnya anggaran mengalami peningkatan dan 
semakin tahun relatif stabil yaitu besar anggarannya sama yaitu sebesar 
8.760.000,00.  
Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, selama 
sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2009-2018, di Kota Bandar 
Lampung dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Realisasi tersebut 
terlihat dalam tabel berikut: 
Tabel 1.6 
Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
Nomor Tahun Realisasi Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 
1 2009 441.664.700,00 
2 2010 3.700.000,00 
3 2011 6.000.000,00 
4 2012 5.050.000,00 
5 2013 5.450.000,00 
6 2014 9.205.000,00 
7 2015 8.775.000,00 
8 2016 9.930.000,00 
9 2017 0 
10 2018 - 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
 Tabel 1.6 diatas menjelaskan tentang realisasi retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 
sepuluh tahun terakhir. Dimana selama sepuluh tahun terakhir realisasi 
dari retribusi tersebut naik turun. Realisasi tertinngi terjadi pada tahun 
2009 yaitu sebesar 441.664.700,00. Sedangkan realisasi terkecil terjadi 
pada tahun 2017 yaitu sebesar 0, dimana artinya pada tahun 2017 tidak ada 
realisasi dari retribusi pelayanan persmpahan/kebersihan di Dinas 
Perhubungan Kota Bandar Lampung.  
Anggaran untuk retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum 
selama sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2009-2018 dapat dilihat 
pada tabel berikut:  
Tabel 1.7 
Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 
Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
Nomor Tahun Anggaran Retribusi 
Pelayanan Parkir Ditepi 
Jalan Umum 
1 2009 1.400.000.000,00 
2 2010 1.630.000.000,00 
3 2011 2.277.058.500,00 
4 2012 5.400.000.000,00 
5 2013 6.000.000.000,00 
6 2014 6.600.000.000,00 
7 2015 6.600.000.000,00 
8 2016 6.600.000.000,00 
9 2017 6.600.000.000,00 
10 2018 7.600.000.000,00 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
Berdasarkan tabel 1.7 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa 
anggaran untuk pelayanan retribusi parkir pada sepuluh tahun terakhir di 
kota Bandar Lampung relatif stabil. Dimana hampir setiap tahunnya 
anggaran yang diberikan rata-rata sebesar 6.600.000.000,00. Sedangkan 
pada tahun 2009 anggarannya hanya sebesar 1.400.000.000,00,yang 
artinya pada tahun berikutnya anggaran mengalami kenaikan. Pada tahun 
2018 anggaran yang diberikan sebesar 7.600.000.000,00. Dari data tesebut 
maka dapat dilihat bahwa anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2018. 
Setiap anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah maka 
biasanya ada realisasi dari anggaran tersebut. Oleh karena itu, data 
realisasi dari anggaran retribusi pelayanan parkir tersebut selama sepuluh 
tahun terkhir, dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.8 
Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 
Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
Nomor Tahun Realisasi Retribusi 
Pelayanan Parkir Ditepi 
Jalan Umum 
1 2009 1.370.895.500,00 
2 2010 1.520.247.000,00 
3 2011 2.277.058.500,00 
4 2012 3.890.489.000,00 
5 2013 4.252.000,100,00 
6 2014 4.925.028.400,00 
7 2015 5.128.227.000,00 
8 2016 4.306.501.000,00 
9 2017 4.967.596.000,00 
10 2018 4.775.470.000,00 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
Tabel diatas menjelaskan bahwa, realisasi dari retribusi pelayanan 
parkir ditepi jalan umum pada tahun 2009-2018 mengalami kenaikan dan 
penurunan. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 
5.128.227.000,00. Sedangkan realisasi terkecil tejadi pada tahun 2009 
yaitu sebesar 1.370.895.500,00. Kemudian, untuk tahun-tahun yang 
lainnya terjadi kenaikan dan penurunan meskipun naik turunnya realisasi 
tersebut nilainya tidak terlalu jauh. 
Indikator yang terakhir dari retribusi jasa umum di Dinas 
Perhubungan Kota Bandar Lampung tahun 20109-2018 adalah retribusi 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Anggaran yang diberikan untuk 
retribusi ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.9 
Anggaran Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 
Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
Nomor Tahun Anggaran Retribusi 
Pelayanan Pengujian 
Kendaraan Bermotor 
1 2009 1.400.000.000,00 
2 2010 1.434.507.500,00 
3 2011 1.563.374.500,00 
4 2012 2.596.117.186,25 
5 2013 1.800.000.000,00 
6 2014 2.000.000.000,00 
7 2015 2.000.000.000,00 
8 2016 2.000.000.000,00 
9 2017 2.000.000.000,00 
10 2018 966.328.000,00 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
Berdasarkan tabel 1.9 diatas, dapat dijelaskan bahwa anggaran 
untuk retribusi pelayanan pemgujian kendaraan bermotor selama sepuluh 
tahun terakhir mengalami kenaikan dan relatif stabil, dimana rata-rata 
anggarannya sebesar 2.000.000.000,00. Pada tahun 2009 anggarannya 
hanya sebesar 1.400.000.000,00, kemudian pada tahun-tahun berikutnya 
mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2018 anggarannya menurun, 
dimana besar anggaran tersebut hanya sebesar 966.328.000,00.  
Realisasi dari anggaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan 




Realisasi Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor  
Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009-2018 
Nomor Tahun Realisasi Retribusi 
Pelayanan Pengujian 
Kendaraan Bermotor 
1 2009 1.284.328.725,00 
2 2010 1.411.936.000,00 
3 2011 1.563.374.010,00 
4 2012 1.592.763.720,00 
5 2013 1.666.099.330,00 
6 2014 1.517.234.770,00 
7 2015 1.355.295.230,00 
8 2016 664.361.430,00 
9 2017 662.211.430,00 
10 2018 613.927.460,00 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Periode 2009-2018 
 
Berdasarkan tabel 1.10 diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
realisasi dari retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan 
dan penurunan. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 
1.666.099.330,00. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2018 
yaitu sebesar 613.927.460,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mengapa 
anggaran yang diberikan pada tahun 2018 menurun atau lebih kecil 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal itu di karenakan realisasi dari 
anggaran tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan. 
Sejak zaman Rasulullah saw. pendapatan negara itu sudah ada 
diantaranya seperti zakat (pajak spiritual yang wajib bagi setiap muslim 
(fardhu „ain) oleh karena itu penerimaan zakat cenderumg lebih stabil 
yang akan menjamin program pengentasan kemiskinan dalam jangka 
waktu yang panjang,
12
 Kharaj yaitu sejumlah harta yang wajib dibayarkan 
kepada Negara atas hasil bumi, Jizyah yaitu pajak yang dibebankan oleh 
pemerintah islam pada kalangan non-muslim sebagai kompensaasi untuk 
jaminan perlindungan jiwa, harta dan ibadah, Ushr yaitu pajak bea impor, 
Laba proyek umum, shadaqoh, wakaf, amwal fadilla (harta warisan yang 
tidak ada ahli waris), nawaib, Rikaz (harta temuan), Ghanimah, Fay‟I 
(harta dari musuh saat perang), uang tebusan dan lain sebagainya.
13
 Pada 
saat itu semua pendapatan tersebut di jadikan untuk membiayai semua 
kegiatan wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk 
memperluas wilayah Islam. Sedangkan pada saat ini seperti yang kita 
ketahui bahwa sumber-sumber pendapatan daerah  berasal dari pendapatan 
asli daerah, seperti pajak daerah dan retribusi daerah.   
Otonomi daerah diperlukan adanya upaya pemerintah daerah dalam 
menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk 
memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun retribusi jasa umum 
pada sepuluh tahun terakhir memberikan sumbangan yang cukup besar. 
Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa retribusi jasa umum di 
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung  saat ini belum dapat berfungsi 
secara optimal jika dilihat dari penjelasan sebelumnya. 
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Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut maka  
peneliti melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Asli Daerah dengan 
objek penelitian Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar 
Lampung. Maka judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Retribusi Jasa 
Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung, 
di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam, pada periode 2009-2018.  
D. Batasan Masalah 
Agar ruang lingkup pembahasan tidak melebar maka perlu adanya 
batasan masalah, adapun batasan-batasan tersebut sebagai berikut : 
1. Penelitian ini akan di fokuskan pada pengaruh retribusi jasa umum 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tinjau dari Perspektif 
Ekonomi Islam. Pendapatan yang di maksudkan dalam penelitian ini 
adalah pendapatan daerah yang di dapatkan dari retribusi jasa umum di 
Kota Bandar Lampung. 
2. Responden dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah yang 
ada di Kota Bandar Lampung. 
E. Rumusan Masalah         
Dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka dapat 
di rumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh Retribusi Jasa Umum Secara Parsial terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018?  
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Jasa Umum Secara Simultan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampng Periode 2009-2018 ? 
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif  Ekonomi Islam? 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 
memiliki tujuan yaitu sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indikator-indikator 
Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 
Bandar Lampung Periode 2009-2018. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retribusi Jasa Umum 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2009-2018. 
c. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah dalam 
Perspektif Ekonomi Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan uaraian yang telah dijelaskan di atas maka penelitian 
ini memiliki manfaat sebagai berikut : 
a. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan bagi Instansi dan Akademisi, sebagai bahan masukan 
pemikiran mengenai permasalahan pengaruh retribusi jasa umum 
terhadap  Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif ekonomi Islam. 
Serta bagi pembaca di harapkan penelitian ini dapat menjadi 
sumber informasi dan referensi apabila melakukan penelitian yang 
sejenis. 
b. Secara Praktis 
Penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumber informasi 
bagi Pemerintah Daerah di Kota Bandar Lampung agar mampu 
mengoptimalkan retribusi jasa umum untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus, efisien dan efektif 
serta meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat  jasa 
umum. Dan untuk masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan 
mengenai pengaruh retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli 
















A. Kajian Teori 
1. Pendapatan Asli Daerah 
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan 
lain-lain yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan 
keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi dari masing-
masing daerah, kemudian digunakan kembali untuk pendanaan 
dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 
desentralisasi. 
Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
1
 Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul 
Halim adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 
ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 
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b. Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah bersumber dari potensi yang digali 
dari masing-masing daerah itu sendiri, yaitu terdiri dari pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 
dan pendapatan lain-lain yang sah.  
1) Pajak Daerah 
Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk 
(masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada 
daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang 




Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah 
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, 
untuk mengingatkan dan memeratakan kesejahtaraan 
masyarakat. Walaupun beberapa jenis pajak daerah sudah 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. 
Setiap daerah diberikan kewenangan atau peluang untuk 
menggali poensi yang dimiliki daerahnya sendiri dengan 
menetapkan jenis-jenis pajak selain yang telah ditetapkan, 
selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam 
peraturan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.  
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 Raharjo Adisasmito, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 
2011), h. 77    
Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak 




a) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air 
b) Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air 
c) Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
Air Permukaan. 
Jenis pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :
5
 
a) Pajak Hotel 
b) Pajak Restoran 
c) Pajak Hiburan 
d) Pajak Reklame 
e) Pajak Penerangan Jalanan 
f) Pajak Parkir 
2) Retribusi Daerah  
Retribusi daerah seperti halnya pajak daerah yaitu sebagai 
salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan 
menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah, guna untuk 
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
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Retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 
dijelaskan bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus  
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan.
6
  
Retribusi daerah menurut Ahmad Yani adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 




3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang di Pisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan 
kekayaan yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 Tahun 
2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan 
yang mencangkup dagian laba atas penyertaan modal pada 
perusahaan milik daerah BUMD, bagian laba atas penyertaan 
modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba 
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atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun 
kelompok masyarakat.
8
     
4) Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain yang Sah 
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan 
pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk 
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam 
jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah 
yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-
undang nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang 
termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi : 
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahan 
b. Jasa giro 
c. Pendapatan bunga  
d. Keuntungan adalah nili tukar rupiah terhadap mata uang 
asing 
e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.       
c. Pendapatan Asli daerah dalam Perseptif Islam 
Islam merupakan sebagai ajaran yang lengkap. Islam 
memberikan petunjuk atas semua aktifitas  manusia termasuk 
memberlakukan hukum-hukum atas segala sesuatu. Oleh karena 
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 Pendaoatan Asli Daerah (PAD)” (On-Line), tersedia di: 
https://www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.htm (10 Oktober 2019)  
itu, tujuan diturunkannya  syari‟at Islam adalah untuk mencapai 
falah (kesejahteraan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk 
mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai lembaga yang 
menaungi masyarakat dalam sebuah lembaga haruslah dapat 
menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara 
memenuhi kepentingan publik untuk masyarakatnya. 
Sumber-sumber penerimaan harta publik (baitulmal) dalam 
negara Islam di zaman Rasulullah Saw dan para Khalifah awal 
mencangkup zakat, `usyr, khums, jizyah, dan kharaj serta fai`.
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Pendapatan Negara yang telah diterima kemudian di digunakan 
untuk biaya-biaya pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab 
pemerintah kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat 
sejahtera. Karena pada dasarnya suatu pemerintahan adalah 
amanah yang diberikan Allah swt. untuk dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya, seperti dalam firman Allah swt  Surah An-Nisa 
ayat 58: 
            
          
    
Artinya : Sunggguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 
hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan 
adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang Memberi Pengajaran  
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Berdasarkan ayat di atas maka dapat di pahami bahwa Allah 
memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar 
menyampaikan segala amanat Allah maupun orang lain kepada 
yang berhak menerima amanat tersebut dengan adil, tidak 
diperbolehkan berbuat curang dalam menentukana suatu hukum. 
Untuk itu pemerintah daerah harus menjalankan amanahnya 
dengan adil terhadap masyarakanya.   
Berkaitan dengan pembiayaan pada sektor publik oleh Negara, 
ada beberapa sumber-sumber pendapatan Negara pada zaman 
Rasulullah Saw, an tara lain : 
1) Zakat 
Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib 
dikeluarkan kepada pemerintah pengurus kaum muslimin, 
untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut 
pengembangan sumber daya manusia. Pada masa periode 
Mekah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada 
kesadaran pribadi Muslim akan perlunya membentuk sebuah 
masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan 
membebaskan kemiskinan dan kakafiran lainnya. Sedangkan 
pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan di 
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  Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV 
Penerbit Dipanegoro, 2010), h.87  
 




Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan 
bahwa zakat merupakan sebagian dari harta kita yang harus kita 
keluarkan untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan 
membebaskan hati dari sifat kefakiran. Dengan mengeluarkan 
zakat kita juga telah membantu orang lain yang yang 
membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang 
telah dijelaskan dalam firma Allah swt. Surah Al-Baqarah ayat 
43, sebagai berikut : 
      
Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 





Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwa Islam tidak hanya 
mewajibkan sholat, akan tetapi Islam juga mewajibkan zakat 
kepada orang-orang yang mampu untuk membayarnya. Selain 
itu, islam didirikan atas lima hal yaitu, Syahadat, Sholat, Puasa 
di bulan Ramadhan, Zakat, dan haji bila mampu.   
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2) „Usyr  
„Usyr berarti sepersepuluh dan merupakan pajak produk 
pertanian. Biasanya istilah tersebut digunakan untuk pengertian 
sedekah dan zakat, karena tidak ada garis pemisah antara 
keduanya  didalam kitab-kitab Fiqih.
13
    
Ushur adalah bea cukai, pajak yangdikenakan ketika 
barang-barang dibawa keluar atau masuk suatu wilayah 
Negara. Ilmu ekonomu modern mengatakan bahwa jika 
perdagangan antar Negara terjadi dengan bebas, tanpa pajak, 





Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah 
yang terutama ditakhlukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari 
apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang 
dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. 
Cara memungut kharaj terbagi dalam dua jenis yaitu menurut 
perbandingan (Muqasimah) yaitu ditetapkan porsi hasil seperti 
setengah atau sepertiga hasil itu, sedangkan kharaj tetap 
(Wazifah) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam 
atau uang persatuan lahan.
15
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Kharaj adalah pajak terhadap tanah atau jika di Indonesia 
sering disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
Terdapat perbedaan antara Kharaj dan PBB, yaitu jika Kharaj 
di tentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (Land 
Productifity) bukan berdasarkan zoning.
16
  
4) Khums    
Al-khums berarti seperlima. Al-khums adalah bagian 
penerimaan Negara islam yang berasal dari rampasan perang 
yaitu objeknya berdasarkan ketentuan Al-qur‟an. Seperti yang 
telah dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S al-Anfal ayat 41, 
sebagai berikut : 
           
           
            
     
Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu 
peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya 
seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada 
Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba 
Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya 
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  Departemen Agama RI…, h.182 
Para Ulama Syi‟i mengatakan bahwa sumber pendapatan 
apapun harus dikenakan khums  sebesar 20%, sedangkan 
Ulama Sunni beranggapan bahwa ini berlaku untuk harta 
rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa 
yang dimaksud Khums ini bukan hanya hasil perang, tetapi 
juga barang temuan dan barang tambang. 
5) Jizyah 
Jizyah merupakan pungutan negara atas penduduk non-
muslim, sebagai penyeimbang kewajiban muslim yang terkait 
kewajiban religius. 
18
 Dengan kata lain jizyah ini sebagai 
imbalan untuk negaranya atas perlindungan terhadap harta dan 
nyawa warga non-muslim yang tinggal di wilayah Negara 
islam. 
Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang-orang non 
muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan 
kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan 
keamanan dari Negara Islam. Sebagaimana dalam fiman Allah 
swt dalam Q.S At-Taubah ayat 29, sebagai berikut : 
       
      
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        
  
Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 
Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka 
tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan 
RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar 
(agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan 






Jika kaum muslimin menakhlukkan Negara musuh dengan 
kekuatan senjata, mereka memberi nama Fai‟ untuk 
mengekalkan pendapatan yang diperoleh sekali dan 
dikembalikan lagi setiap tahunnya. Istilah fai‟ di dalam Al-
qur‟an dan Sunnah secara eksklusif bagi perolehan perang –
dalam bentuk tanah atau upeti atau ganti rugi-yang dipeoleh 
dari musuh yang telah menyerah sebelum berperang.
20
   
Pemungutan fai‟ dalam Negara Islam terdapat dalam Al-
Qur‟an surah Al-Hasyr ayat 6-7, sebagai berikut : 
          
          
          
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          
          
              
   
Artinya : Dan harta rampasan fa’I dari mereka yang diberikan 
Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau 
unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memeberikan 
kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (6). 
Harta rampasan fa’I yang Diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
(yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk 
Allah, Rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan untuk orang-orang yang berada dalam perjalanan, 
agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang 
kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 
sangat keras hukuman-Nya. (Q.S Al-Hasyr:6-7)
21
  
        
Disamping penerimaan pokok seperti yang telah di jelaskan 
diatas, Negara juga memiliki pendapatan yang bersumber dari 
pendapatan lainnya seperti wakaf (pemberian asset abadi dari 
rakyat untuk kebutuhan publik baik itu yang terbatas maupun 
yang tidak terbatas), kemudian ada khalalah (yaitu bagian 
Negara dari warisan), barang temuan, harta karun dan yang 
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B. Retribusi Daerah 
1. Pengertian Retribusi 
Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22
 
Menurut Marihot P. Siahan, retribusi daerah adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi maupun satu badan. Sedangkan 
menurut Ahmad Yani, daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi 
peluang didalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya 
dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan 
tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga 
sesuai dengan aspirasi masyarakat.   
Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa retribusi adalah 
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak yang 
berwenang kepada masyarakat baik pribadi maupun badan yang 
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2. Kriteria Retribusi Daerah 
a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
c. Adanya prestasi langsung dari Negara kepada individu pembayar 
retribusi berupa jasa 
d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum terkait 
dengan retribusi yang bersangkutan  
e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.23  
3. Jenis-jenis Retribusi 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed 
list, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh 
provinsi, kabupaten, dan kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis 
setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012. Retribusi daerah dapat 
dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, 
retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
24
 
a. Retribusi Jasa Umum 
Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang 
disedikan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah 
pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan 
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content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf  (23 September 2019)    
dan kenmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 
Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum: 
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan atas 
pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSU 
daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis 
yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk 
pelayanan pendaftaran). 
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan 
atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, 
dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau 
pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan, tidak 
termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat 
ibadah, dan sosial. 
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan 
Sipil, adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan 
bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk 
sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, 
dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta 
pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi 
warnanegara asing, dan akta kematian).  
4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan 
atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang 
meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk 
penggalian dan pengurugan, pembakaran atau pengabuan 
mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, 
pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah. 
5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah 
pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 
disediakan oleh daerah. 
6) Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan 
fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang 
dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk 
pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
diselenggarakan oleh daerah. 
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah 
pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 
penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 
penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh 
masyakarat. 
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah pungutan atas 
pemanfaatan peta yangd ibuat oleh pemerintah daerah; seperti 
peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta 
teknis (struktur). 
10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah 
pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang 
dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh 
BUMD dan swasta. 
11) Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang 
dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cari rumah 
tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola 
oleh pemerintah daerah. 
12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas 
pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan 
perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan 
terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
13) Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang 
dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. 
14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah 
pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk 
menara telekomunikasi. 
15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang 
dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor 
tertetentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat 
kepadatan tertentu. 
b. Retribusi jasa 
Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang 
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip 
komersial yang meliputi: 
1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 
daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 
2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat 
disedikan secara memadai oleh pihak swasta. 
Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:
25
 
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah pungutan atas 
pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan 
bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian 
kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak 
termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari 
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tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan 
lain-lain. 
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan 
atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan 
fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang 
disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang 
disediakan BUMD dan swasta. 
3) Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian 
tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh 
Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, 
hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta 
fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelalangan. 
Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh 
Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai 
tempat pelalangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah 
tempat pelelalngan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola 
oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
4) Retribusi Terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat 
pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan 
bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnnya di 
lingkungan teminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari 
objek retribusi terminal yaitu terminal yang disediakan dimiliki 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak 
swasta. 
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pungutan atas 
pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi 
tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan 
dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 
6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah 
pungutan atas pelayanan tempat penginapan pesanggrahan villa 
yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk 
atau dikecualikan retribusi tempat penginapan pesanggrahan 
villa adalah yang disediakan,dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
7) Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pungutan atas 
pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak 
termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 
dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
daerah. 
8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah pungutan atas 
pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnnya di 
lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelola ole Pemerintah Daeah. 
9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrga, adalah pungutan atas 
pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang 
dimiliki dan dikelola daerah. 
10) Retribusi Penyeberangan di Air, adalah pungutan atas 
pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan 
kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah. 
11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan 
hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari 
objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah 
penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan 
perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan 
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut 
ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu: 
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah pungutan 
atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu 
bangunan. 
2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah 
pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan 
penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 
3) Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan 
pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang 
dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak 
termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh 
daerah. 
4) Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan 
pemberian izin usaha untuk penyediakan pelayanan angkutan 
penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. 
5) Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau 
pemberian izin utnuk melakukan kegiatan usaha penangkapan 
dan pembudidayaan ikan. 
6) Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing 
(IMTA), adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA 
jepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 
Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing jenis 
retribusi daerah lebih diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 
berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasian-
nya ditetapkan dengan Perda. 
 
 
4. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah 
a. Tata cara Penarikan Retribusi Daerah 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 
26 pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan. Hal itu berarti, 
seluruh proses pemungutan retribusi tida dapat diserahkan kepada 
pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah 
daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.dengan 
sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah 
daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badab tertentu 
yang karna profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut 
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang 
tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan 
perhitungan besarnya retribusi yng terutang, pengawasan 
penyetoran, dan penagihan retribusi.
26
 Tatacara pemungutan 
retribusi daerah di atur Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 
2009, yaitu : 
1. Retribusi di pungut dengan menggunakan (Surat Tagih 
Retribusi Daerah) atau disingkat SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 
2. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 
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 Undang-Undang Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2011), h.428  
3. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tidak tepat 
waktuatau kurang dalam pembayarannya dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari 
retribusi tersebut.         
4. Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkandenda 
peraturan daerah. 
b. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah 
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Daerah Prinsip dan sasaran 
penetapan tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan retribusi, 
yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi 
Perizinan Tertentu. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis 
pelayanan dan perizinan. Pelayanan daerah dapat berupa pelayanan 
umum, yaitu pelayanan yang konsumsinya memberikan manfaat 
secara individu dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan 
pelayanan yang bersifat privat berupa pelayanan yang 
ketersediaannya sangat terbatas oleh pihak swasta (jasa umum). 
Selengkapnya prinsip dan sasaran tarif adalah:27 
1) Tarif Retribusi Jasa Umum 
Tarif ini ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, 
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
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tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 
2) Tarif Retribusi Jasa Usaha 
Tarif ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha 
tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga 
pasar. 
3) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu 
Tarif ini didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian 
atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud 
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, 
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif 
dari pemberian izin tersebut. Beberapa pelayanan terhadap 
barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lebih tepat 
apabila dibiayai melalui retribusi semakin dekat pelayanan 
tersebut ke dalam pengelompokan barang pribadi maka 
semakin tepat dibiayai melalui retribusi. Namun demikian, 
identifikasi batas antara barang publik dan pribadi agak sulit 
dilakukan dan pengelompokan harus berdasarkan pada tiap-tiap 
pelayanan. 
Tarif retribusi dilihat kembali secara berkala dengan 
memperhatikan prinsip dan sasaran pendapatan tarif retribusi. 
Kewenangan daerah untuk melihat kembali tarif  reribusi secara 
berkala dan jangka waktu penetapan tarif tersebut di maksudkan 
untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah 
berkaitan dengan objek retribusi tersebut.  Didalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 155ditetapkan bahwa tarif 
retribusi dilihat kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan 
tarif ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomin.    
C. Retribusi Jasa Umum 
Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.
28
 Retribusi jasa umum 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi 
jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. 
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 
3. Jasa umum memberi manfaat khusus bagi orang pribadi ataubadan 
yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani 
kepentingan dan kemanfaatan umum.  
                                                 
28
 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah     
4. Jasa tersebut layak umtuk dikenakan retribusi. 
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
penyelenggaraannya. 
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efesien, dan merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan 
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 
tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
29
     
Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan wajib 
retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi termasukpemunguta atau pemotong 
retribusi jasa umum.   
Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang retribusi jasa 
umum di Dinas Perhubungan yang berada di kota Bandar Lampung, 
khususnya di bidang : 
1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
a. Pengertian Sampah 
Definisi sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam 
yang berbentuk padat. Sampah adalah material sisa yang tidak 
diinginkan lahi setelah berakhirnya suatu proses. Sampah menurut 
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Standar Nasional Indonesia No.19-3964-1994 adalah limbah yang 
bersifat padat yang terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik 
yang di anggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak 




Hadiwiyoto mmenyatakan bahwa sampah adalah sisa-sisa 
bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah 
diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena 
sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak 
adanya harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan 
gangguan kesehatan atau gangguan kesehatan atau keestarian.
31
   
Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari adanya 
aktivitas manusia. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan 
tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang 
digunakan sehari-hari, sehingga pengelolaan sampah tidak terlepas 
dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Sampai saat ini 
permasalahan sampah belum tertangani dengan baik terutama di 
perkotaan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga 
pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu 
dari hulu sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara 
ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat 
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 I W. Wedana, Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA)Regional Bangli di Kabupaten Bangli 2013, Jurnal Spektran.  
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Hadiwiyoto S, Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah, (Jakarta:INA:Yayasan 
Idaya,1983), h.12   
mengubah perilaku masyarakat sesuai Undang-Undang No.18 
Tahun 2008. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa sampah adalah bekas atau sisa bahan, limbah, 
atau buangan yang bersifat padat yang terdiri dari bahan organik 
maupun anorganik setengah padat yang merupakan hasil 
sampingan dari suatu kegiatan atau siklus kehidupan baik manusia, 
hewan maupun tumbuhan. 
b. Jenis-jenis Sampah 
1) Berdasarkan sumbernya  
a) Sampah alam 
b) Sampah manusia 
c) Sampah konsumsi 
d) Sampah nuklir 
e) Sampah industri 
f) Sampah pertambangan32 
2) Berdasarkan Sifatnya 
a) Sampah Organik (degradable) 
Sampah organik adalah sampah yang dapat 
membusuk yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, yaitu 
sebagai pupukkompos. 
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b) Sampah Non Organik (Undegradeble)   
Sampah non organik adalah sampah yang tidak 
dapat membusuk, tetapi dapat dimanfaatkan kembali seperti 
di daur ulang kembali. 
3) Berdasarkan Bentuknya 
a) sampah padat 
b) sampah cair 
c) sampah alam 
d) sampah manusia 
e) sampah konsumsi33 
4) Dampak dari Sampah 
a) Dampak positif  
(1) Penghematan sumber daya alam 
(2) Penghematan energi 
(3) Penghematan lahan TPA 
(4) Lingkungan asri (bersih, sehat, nyaman) 
b) Dampak negatif 
(1) Sumber penyakit 
(2) Pencemaran lingkungan 
(3) Menyebabkan banjir34 
 




Irawan, “Analisis Pengelolaan Sampah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam IAIN 
Raden Intan Lampung, Lampung, 2016), h.33.   
c. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  
Adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: 
pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan 
lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan 
perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, 
taman, tempat ibadah, dan sosial. Subyek dari retribusi pelayanan 
persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan fasilitas pelayanan persampahan /kebersihan. 
Obyek dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan 
meliputi : 
1) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah 
ke TPA  
2)  Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah 
ke TPS. 
3) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. 
4) Pengadaan TPA. 
5) Pengelolaan dan atau penmungutan sampah di TPA. 
Pelayanan dari retribusi pelayanan persampahan dan 
kebersihan meliputi : 
1) Pelayanan kebersihan jalan umum. 
2) Pelayanan kebersihan taman, ruangan tempat umum. 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dari retribusi 
pelayanan persampahan dan kebersihan adalah sebagai berikut : 
1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume 
sampah. 
2) Volume sampah dimaksudkan dapat ditaksir dengan berbagai 
pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah 
tangga, perdagangan dan industri. 
2. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 
a. Pengertian pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 
Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah pungutan atas 
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah. 
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001, 
pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan 
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. 
Karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan 
jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Pengelolaan Parkir Ditepi Jalan Umum 
Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
1) Lingkup pekerjaan adalah penataan, penertib an, pembantu 
keamanan dan penarikan retribusi 
2) Pengelola Parkir mempunyai ijin sebagai pengelola parkir 
3) Kerjasama dilaksanakan dengan pihak lain, untuk badan usaha 
melampirkan akte pendirian, sedangkan Perorangan 
melampirkan identitas diri 
4) Menyerahkan uang jaminan 10% dari harga lelang/tender yang 
dimenangkan sebelum SPK diserahkan 
5) Daerah Kerja pihak lain adalah 1 (satu) rayon atau lebih 
6) Pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Kepala Dinas 
atas nama Walikota 
7) Pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 
Desember. 
Ketentuan teknis pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan 
parkir di tepi jalan umum diatur dengan Keputusan Walikota. 
Dalam melakukan usahanya, pengelola parkir mempunyai hak 
sebagai berikut : 
1) Mengelola tempat lahan parkir yang ditentukan 
2) Memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan 
petugas parkir sebesar 20% dari potensi pendapatan parkir 
3) Mendapat perlindungan keamanan dari pemerintah terhadap 
kegiatan pengelolaan parkir illegal/tidak resmi. 
Petugas Parkir mempunyai hak sebagai berikut : 
1) Memperoleh penghasilan sebesar 25% dari potensi pendapatan 
parkir 
2) Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan 
perundang undangan yang berlaku 
3) Mendapat jaminan sosial dari pengelola parkir sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
4)  Memperoleh pakaian seragam dan kelengkapannya. 
Pengguna jasa parkir mempunyai hak sebagai berikut : 
1) Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir 
2)  Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir 
3) Mendapat perlindungan keamanan 
4)  Mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/ atau 
kerusakan yang dialami. 
Dalam melakukan usahanya pengelola parkir mempunyai 
kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 
1) Mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
2) Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran 
lalulintas dikawasan lokasi parkir yang diusahakan 
3) Menempatkan papan nama parkir di tempat/lokasi usahanya 
menurut ketentuan yang ditetapkan Walikota 
4) Menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui 
dinas sebesar 40% dari jumlah potensi pendapatan parkir sesuai 
kontrak yang disepakati 
5) Memungut tarif retribusi sesuai ketentuan peratur an yang 
berlaku 
6) Memberikan seragam dan kelengkapannya kepada petugas 
parkir 
7) Mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenaga-
kerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di 
bidang ketenagakerjaan 
8) Memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada 
pekerja atau Petugas Parkir sebesar 15 % dari potensi 
pendapatan parkir 
9) Bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk 
kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Petugas Parkir mempunyai kewajiban : 
1) Menyerahkan bukti retribusi parkir 
2) Memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan 
baik 
3) Memberikan perlindungan keamanan 
4) Bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk 
kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai 
dengan kesepakatan yang ditentukan 
5) Memenuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku. 
Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban : 
1) Mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan dalam rambu-
rambu dan pembatas parkir 
2) Membayar retribusi parkir 
Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah 
pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. 
Sedangkan subyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir 
di tepi jalan umum.  
c. Pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum 




4) Kemudahan Informasi 
d. Prinsip dan sasaran  
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai 
berikut: 
1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 
retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan 
permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka 
memperlancar lalulintas jalan serta mengatur keluar masuknya 
kendaraan dan tempat parkir dan tetap memperhatikan biaya 
penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat. 
2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini meliputi biaya pengecatan pembatas parkir, rambu-rambu 
dan pemeliharaan, biaya operasional, penertiban, administrasi 
dan transportasi dalam rangka pengawasan dan  pengendalian. 
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
a. Pengertian pengujian kendaraan bermotor 
Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan 
menguji dan/atau memeriksa bagian-bagiankendaraan bermotor, 
kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam 
rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
35
   
Retribusi pengujian kendaraan bermotor selanjutnya adalah 
pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
diselenggarakan oleh daerah. 
Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 
2002 Seri B, Nomor 5, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
adalah pungutan dari serangkaian kegiatan menguji dan atau 
memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, 
kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan 
terhadap persyaratan teknis layak jalan. 
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 Perataturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2000, Tentang Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 1    
Obyek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan subyek 
retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau 
badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan.
36
 
b. Pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi: 
1) Pemeriksaan kondisi layak jalan 
2) Pembuatan nomor izin 
3) Pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda sampling 
4) Penggantian Buku Uji 
5) Kendaraan yang melakukan uji di luar atau mutasi uji. 
c. Prinsip Dan Sasaran  
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:
37
 
1)  Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif 
retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan 
pengujian kendaraan bermotor dengan pertimbangan 
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 
2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya 
pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembuatan nomor uji, 
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Retribusi Pasal 9 
biaya pembuatan dan pemasangan serta pengecatan tanda 
samping. 
3) Di samping biaya dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan pula 
biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel 
serta biaya penggantian buku uji berkala. 
d. Penetapan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor 
Penetapan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor meliputi: 
1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan 
JBB kendaraan bermotor kecuali kereta gandeng, kereta 
tempelan. 
2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: 
a) Tarif Retribusi Pengujian: 
(1) Kendaraan Bermotor dengan JBB di bawah 2100 kg = 
Rp 22.500, 
(2) Kendaraan bermotor dengan JBB 2.101 Kg s/d 3.500 
Kg = Rp 25.000, 
(3) Kendaraan Bermotor dengan JBB 3.501 Kg s/d 8.000 
Kg = Rp 28.500, 
(4) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg = Rp 31.000, 
(5)  JBB di atas 15.000 Kg = Rp 34.000, 
(6)  Kereta Gandengan = Rp 35.000, 
(7) Kereta Tempel = Rp 40.000, 
b) Penggantian tanda uji berkala 
c) Penggantian buku uji 
d) Kendaraan yang melakukan uji di luar daerah atau mutasi 
dikenakanpenambahan biaya rumah tangga numpang uji di 
luar rumah tangga tersebut huruf a ayat ini Rp 10.000. 
D. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah 
dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk 
mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.
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 Dalam penelitian ini, 
penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penulis 
menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul 
yang di angkat berhubungan dengan pengaruh retribusi jasa umum 
terhadap pendapatan asli daerah, sehingga dapat di gunakan sebagai bahan 
acuan dan masukan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Stephanny Inigama Timisela, Meinarni 
Asnawi, Yundi Hafizrianda dengan judul “Analisis Penerimaan 
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura”. Metode yang 
digunakan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan 
kuantitatif digunakan untuk menganalisis penerimaan daerah Kota 
Jayapura yang bersumber dari retribusi parkir tepi jalan umum dengan 
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 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta,2000), h.75  
tipe penelitian timeseries. Sedangkan metode kualitatif untuk 
menganalisis sifat deskriptif analitik terhadap data yang 
diperolahseperti hasil pemngamatan, pemotretan, analisis dokumen 
dan lain-lain yang tidak dituangkan dalam angka. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 36 lokasi parkir tepi jalan umum. Penelitian ini 
menggunakan empat distrik dengan perumusan pengambilan sampel 
masing-masing distrik menggunakan teknik Stratified Random. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi 
kepustakaan.
39
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi 
penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura 
mengalami kondisi yang kurang efektif, dimana berdasarkan informasi 
kualitatif menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi 
jalan umum Kota Jayapura masih jauh dari nilai penetapan target 
tahunan. Kondisi tidak optimal dalam pengelolaan potensi daerah 
terlihat dari rata-rata selama 11 tahun (2005-2015) hanya sebesar Rp 
773 juta.
40
   
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Widya Putri dengan judul 
“Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Malang”. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data 
primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa 
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Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura, Jurnal Kedua Vol.2 No.1, ISSN 
2477-7838, h. 8 
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data realisasi dan target PAD periode 2010-2014, realisasi dan target 
retribusi parkir periode 2010-2014, Peraturan Daerah Kabupaten 
Malang  Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum serta 
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 
Retribusi Jasa Usaha. Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi 
retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang 
selama periode 2010-2014 mengalami fluktuasi. Dimana semakin 
tinggi realisasi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah maka 
kontribusinya akan semakin kecil begitu juga dengan sebaliknya, 
semakin rendah kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli 
daerah maka kontribusinya akan semakin besar.
41
 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ina Anikmah dengan judul “ 
Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah Perspektif Ekonomi Islam” Studi pada Kota Tegal. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 
(field Reseach), dimana peneliti mengadakan pengamatan tentang 
sesuatu fenomena atau kejadian keadaan yang alamiah, dengan tujuan 
untuk untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam 
meningkakan pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi islam 
melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 
pengelolaan retribusi parkir di Kota Tegal sudah menerapkan prinsip 
Ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari 
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 Rahmawati Widya Putri, Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah, ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115, JESP-Vol.8, No 1 Maret 2016, (Malang: 
2016), h.26   




4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nopiyah Sari, dengan judul 
Analisis Optimalkan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Palembang” Tahun 2016. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan 
metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan 
dokumentasi.
43
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang 
dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan 
retribusi pengujan kendaraan bermotor di Kota Palembang adalah 
dengan cara memperluas basis penerimaan yang terdiri dari 
mengevaluasi tarif penerimaan. Pemerintah kota Palembang dalam 
menentukan tarif penerimaan retribusi sudah sesuai dengan perda, dan 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menguji 
ker sudah baik, prosedur pun sudah dilakukan cukup mudah dan 
sederhan,serta pelayanannya efektif. Hanya saja tingkat kesadaran 
masyarakat untuk menguji ker yang masih terbilang rendang.
44
         
5. Penelitian yang di lakukan oleh Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma 
Wardani, dengan judul “Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul”, Tahun 2014. 
                                                 
42
 Ina Anikmah, Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal), (Purwokerto:2016), h.29    
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Nopiyah Sari, dengan judul :Analisis Optimalkan Penerimaan Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Palembang” Tahun 2016, h.29.  
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Penelitian ini mengggunakan sumber data sekunder dan sumber 
lainnya secara bekala (time series) untuk melihat perkembangan  objek 
penelitian selama periode tertentu. Hasil penelitian ini adalah secara 
simultan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir berpengaruh terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan pada uji parsial 
Pajak Reklame tidah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, 
namun Retribusi Parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini yang paling 
dominan adalah retribusi parkir.
45
 
6. Penelitian yang dilakukan oleh Semdi J.E. Sopbaba, Sugeng 
Rusmiwari, dan Willy Tri Hardianto, dengan judul “Implementasi 
Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah” di Kota 
Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan melaksanakan pengkajian data deskriptif. Sedangkan 
teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan 
snowball sampling. Hasil dari penelitian ini adalah retribusi parkir di 
Kota Batu pada 3 tahun terakhir  yaitu dari tahun 2009-2011 rata-rata 
memberikan kontribusi sebesar 1,49% terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di Kota Batu setiap tahunnya. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa kontribusi yang diberikan retribusi parkir terhadap 
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Nasional Dan Call Paper, 25 Juni 2014, (Yogyakarta:2014), H.481  




     Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan seperti yang 
dijelaskan di atas, maka terdapat perbedaan dan persamaan antara 
penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penlitian yang saat ini 
dilakukan oleh peneliti. Adapun perbedaan dan persamaan tersebut 
sebagai berikut : 
Tabel 2.1 
 Perbedaan dan Persamaan antara penelitian terdahulu dan 
penelitian saat ini 
NO  JUDUL PERBEDAAN PERSAMAAN 
1. Analisis Kontribusi 
Retribusi Parkir 
Terhadap Pendapatan 























Ekonomi Islam” Studi 
Penelitian saat ini 
variabel Xnya 






Asli Daerah, dan 
sama-sama di lihat 
dari perspektif 
Ekonomi Islam 
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dan Ilmu Politik, ISSN.2088-7469, Vol.1, No 2 (2012), h. 23 
pada Kota Tegal 
Oleh: Ina Anikmah 
pengelolaan 
retribusi parkir, 
tempat dan tahun 
penelitian 
3 Pengaruh Pajak 





Oleh: Isti Dwi Utami 
dan Dewi Kusuma 
Wardani 
Penelitian saat ini 
di lihat dari 
perspektif Ekonomi 















Oleh: Semdi J.E. 
Sopbaba, Sugeng 
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5 Analisis Penerimaan 
Retribusi Parkir Tepi 






Penelitian saat ini 
dilihat dari 
perspektif ekonomi 
islam serta tempat 




6 Analisis Optimalkan 
Penerimaan Retribusi 
Pengujian Kendaraan 




Oleh: Nopiyah Sari 
Penelitian saat ini 
dilihat dari 
perspektif ekonomi 
islam serta tempat 
dan waktu yang 
berbeda 
Variabel Ynya 
Penerimaan daerah   
 
E. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi dengan 
masalah yang penting. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, 
sehingga perlu digali potensi-potensi tersebut. Berdasarkan landasan teori 
pada bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian terdahulu apabila 
pendapatan dari hasil retribusi daerah meningkat setiap tahunnya maka 
akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli 
daerah juga akan meningkat. Meningkatnya hasil retribusi tersebut maka 
pendapatan asli daerah juga akan meningkat, meskipun retribusi ini bukan 
penyumbang utama dalam pendapatan daerah akan tetapi retribusi ini 
memberikan sumbangan dana untuk daerahnya.  
Kota Bandar Lampung memiliki banyak potensi sebagai 
pendapatan untuk daerahnya sendiri. Salah satunya adalah retribusi daerah. 
Retribusi daerah ini memiliki beberapa jenis, diantaranya retribusi jasa 
umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Semakin besar 
pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi 
Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
maka akan semakin meningkat Retribusi Jasa Umumnya. Berdasarkan 
penjelasan tersebut dalam penelitian ini peneliti akan membahas pengaruh 
retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah dalam perspektif 
ekonomi Islam yang berada di kota Bandar Lampung Tahun 2009-2018.      







































Secara Simultan ---------------------- 
Secara Parsial  _______________ 
 
F. Hipotesis 
 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian biasanya di 
























jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang sesuai, belum 
berdasarkan pada bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 
data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 




 Uji statistik T atau uji parsial merupakan metode pengujian 
koefisein regresi untuk menguji pengaruh variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen, dimana yang menjadi variabel 
independen adalah retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan 
umum, retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan yang 
menjadi variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah. Sama 
halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan dalam 
uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang 
didapatkan dari hasil pengelolaan data melalui program Eviews. 
 Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi jasa umum adalah pelayanan yang 
disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.
48
 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diperoleh hipotesis 
sebagai berikut: 
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  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
1. Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2018 
 Pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi masing-masing 
yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Seperti 
penelitian yang telah dilakukan oleh Yasniva, Abu bakarhamzah, 
Sofyan Syahnur menjelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan/ 
kebersihan merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang dikelola 
oleh pemerintah daerah. Potensi dari retribusi pelayanan persampahan 
ini memang memberikan sumbangan dana terhadap pendapatan asli 
daerah meskipun tidak terlalu besar. Maka dapat dikatakan bahwa jika 
semakin banyak potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, kemudian 
diolah oleh pemerintah daerah maka potensi-potensi tersebut dapat 
menjadi pendapatan untuk daerahnya itu sendiri. Sehingga pemerintah 
daerah tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat. Sehingga 
pemerintah daerah bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatann 
daerah tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.  
 Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan hipotesisnya 
sebagai berikut: 
a. Ho : Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Bandar Lampung Periode 2009-2018. 
b. Ha : Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 
Periode 2009-2018. 
2. Pengaruh Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2018  
 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Stephanny Inagama 
Timisela, Meinarni Asnawi, dan Yundi Hafizrianda menjelaskan 
bahwa retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan salah satu potensi 
yang memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah, 
meskipun sumbangan tersebut belum optimal pengaruhnya namun 
retribusi ini sudah ikut serta memberikan seumbangan terhadap 
daerahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan 
retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura mengalami kondisi 
yang kurang efektif, dimana berdasarkan informasi kualitatif 
menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan 
umum Kota Jayapura masih jauh dari nilai penetapan target tahunan. 
Kondisi tidak optimal dalam pengelolaan potensi daerah terlihat dari 
rata-rata selama 11 tahun (2005-2015) hanya sebesar Rp 773 juta. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka 
dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 
a. Ho : Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Bandar Lampung Periode 2009-2018. 
b. Ha : Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum berpengaruh 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 
Periode 2009-2018. 
3. Pengaruh Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2018 
 Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nopiyah tahun 
(2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan 
pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi 
pengujan kendaraan bermotor di Kota Palembang adalah dengan cara 
memperluas basis penerimaan yang terdiri dari mengevaluasi tarif 
penerimaan. Pemerintah kota Palembang dalam menentukan tarif 
penerimaan retribusi sudah sesuai dengan perda, dan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menguji ker 
sudah baik, prosedur punsudah dilakukan cukup mudah dan sederhan, 
serta pelayanannya efektif. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat 
untuk menguji ker yang masih terbilang rendang. Maka dapat 
disimpulkan bahwa Analisis Optimalkan Penerimaan Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota 
Palembang” Tahun 2016 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan 
Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat di buat hipotesis 
sebagai berikut: 
a. Ho : Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Bandar Lampung Periode 2009-2018. 
b. Ha : Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Bandar Lampung Periode 2009-2018. 
4. Pengaruh Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2018 
 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gozzali Ar-Rozzaq 
(2010) menejelaskan bahwa terdapat kontribusi yang cukup kuat 
secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa retribusi jasa umum memberikan sumbangan dana 
cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, dimana retribusi tersebut 
didapat dari seluruh retribusi jasa umum sehingga penerimaan retribusi 
cukup besar peranannya terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka 
dapat di baut hipotesis sebagai berikut: 
a. Ho : Retribusi Jasa Umum Tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018 
secara simultan. 
b. Ha : Retribusi Jasa Umum berpengaruh signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018 
secara simultan. 
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